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Abstrak  
Permasalahan yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini adalah semakin berkurangnya rasa cinta 
terhadap Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara pada generasi penerus Bangsa yang ditandai 
dengan munculnya komunitas-komunitas yang menawarkan ide-ide baru. Ide-ide baru tersebut berlainan 
dengan Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara Indonesia. Komunitas tersebut menamakan dirinya 
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ide-ide baru yang ditawarkan HTI berlainan dengan pandangan Santri 
Tebuireng Jombang yang memiliki latar belakang pondok Salafi Modern. Sebagai salah satu pondok 
pesantren terbesar di Jombang dengan jumlah 2.950 santri, pesantren Tebuireng memiliki tanggung jawab 
besar membentuk manusia yang Pancasilais. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif 
dengan menggunakan metode survei sample. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan 
menggunakan angket dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik pengumpulan data deskriptif 
kualitatif dalam bentuk persentase. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dihasilkan sebuah 
kesimpulan bahwa pandangan mayoritas santri kontra terhadap pandangan HTI tentang Pancasila. 
Mayoritas santri menginginkan tetap tegaknya Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara. Hal itu 
karena santri berpandangan bahwa Pancasila berisi lima dasar yang dapat mewadahi kebhinekaan bangsa.  
Kata Kunci : Santri, Pandangan HTI, Pancasila. 
Abstract 
The background of the research is the lack of young generation nationalism on Pancasila as the ideology 
and state foundation that can be seen with the emergence of groups proposing the new ideas. The ideas 
differ from Pancasila as the ideology and state foundation of Indonesia. The group is Hizbut Tahrir 
Indonesia (HTI). The new idea offered by HTI differs from the standpoint of Tebuireng Islamic boarding 
school students that have the Modern Salafi’s background. As one of the biggest Islamic boarding 
schools in Jombang, Tebuireng boarding school comprising 2.950 students has a big responsibility of 
creating the Pancasilaist or Indonesian people with the spirit of Pancasila. This research is deskriptif 
kuantitative with use survey method. In this reseach data was analyzed using the qualitative descriptive 
technique, in the form of percentage. Based on the data analyze, it can be concluded that the Islamic 
boarding school student’s standpoint on Pancasila differs from the HTI’s. Since the students opinion is 
that Pancasila consists of five foundations that could provide a place for the diversity of the nation.  
Keywords: Islamic boarding school student, HTI Opinion, Pancasila 
 
 
 
PENDAHULUAN                                                
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk 
terbesar ke empat dunia. Hasil sensus penduduk yang 
dilakukan oleh Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 
2010 jumlah penduduk Indonesia mencapai 237 641 326 
juta jiwa. Indonesia berbeda dengan kebanyakan negara- 
negara lain, yakni Indonesia tidak saja multisuku, etnik 
dan agama tetapi juga multibudaya. Kamejemukan 
tersebut pada satu sisi merupakan kekuatan sosial dan 
keragaman yang indah apabila satu sama lain saling 
bekerja sama untuk membangun bangsa.  
Namun pada sisi lain, kemajemukan tersebut apabila 
tidak dikelola dan dibina dengan baik akan menjadi 
pemicu dan penyulut konflik maupun kekerasan yang 
dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa. 
Agar tidak terjadi suatu konflik maupun kekerasan, maka 
diperlukan sikap hidup toleran antar sesama. Karena 
toleransi  dipandang bisa menjadi  perekat baru integrasi  
bangsa. Dengan sikap toleran akan dibentuk sikap saling 
menghormati dan menghargai agar dapat terwujud suatu 
Persatuan dan kesatuan bangsa.  
Sikap toleransi juga tercermin dalam semboyan 
bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti 
berbeda- beda tetapi tetap satu jua. Artinya, bangsa 
Indonesia tidak harus menjadi homogen atau satu untuk 
dapat mencapai persatuan tetapi tetap dapat bersatu 
dalam perbedaan. Perbedaan bukanlah suatu hal yang 
harus dimusuhi tapi harus disyukuri dan dijaga sebagai 
warisan budaya bangsa. jika sudah demikian, maka akan 
terwujud persatuan dan kesatuan bangsa.  
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Mempertahankan kesatuan dan persatuan merupakan 
tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia, terutama 
generasi muda penerus bangsa. Sebagai generasi muda 
penerus bangsa mempunyai kewajiban dan tugas berat 
untuk dapat mempertahankan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang telah didapatkan dengan perjuangan yang 
tidak mudah oleh para pendiri negara. Untuk itulah 
perjuangan para pendiri negara wajib dilanjutkan dengan 
cara mewujudkan cita- cita bangsa yang tertuang dalam 
pembukaan UUD 1945.   
Untuk dapat mencapai cita-cita bangsa maka dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara hendaknya sesuai 
dengan empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 
1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Pilar merupakan 
tiang penyangga suatu bangunan sehingga pilar memiliki 
peran yang sangat penting. Bila pilarnya kokoh maka 
negara akan kokoh namun bila pilarnya rapuh, negara 
akan runtuh. Pilar kebangsaan ini hendaknya dapat 
dijalankan dengan baik oleh seluruh bangsa Indonesia 
karena ke empat pilar tidak bertentangan dengan nilai- 
nilai Pancasila sebagai sentral dari peraturan.  
Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara. 
Sebagai ideologi dan dasar negara, Pancasila memiliki 
peran penting dalam setiap pembentukan peraturan di 
Indonesia karena Pancasila merupakan sumber dari 
segala sumber hukum sehingga tiap peraturan tidak boleh 
menyimpang dari Pancasila. 
Namun realitasnya, tidak semua warga negara 
Indonesia mempertahankan nilai- nilai Pancasila yang 
telah dirumuskan oleh pendiri negara. Terdapat 
kelompok- kelompok tertentu yang menentang dengan 
tegas bahwa Pancasila tidak dapat dijadikan sebagai 
ideologi dan dasar negara. Munculnya kelompok- 
kelompok dengan ide- ide baru merupakan dampak dari 
dilaksanakannya asas demokrasi.  
Demokrasi bersifat terbuka sehingga sangat 
menghargai munculnya ide- ide baru pada suatu 
kelompok. Salah satu kelompok yang muncul dan sedang 
berkembang adalah kelompok keagamaan dalam hal ini 
adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI terang- 
terangan menolak demokrasi sebagai asas ketatanegaraan 
dengan memandang demokrasi tidak sejalan dengan 
ajaran Islam, karena menganggap kebenaran dan 
kedaulatan  berada di tangan Allah. Atas dasar itulah HTI 
menyuarakan bahwa untuk mencapai suatu kemakmuran 
dan kesejahteraan warga negara Indonesia.  
Indonesia harus berubah menjadi negara Islam dengan 
cara mengganti sistem pemerintahan, bentuk negara dan 
Pancasila menjadi ideologi Islam. Dengan mengusung 
Ideologi Islam maka mereka menginginkan penanaman 
nilai Islam dalam setiap sendi kehidupan secara 
menyeluruh baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, 
mapun budaya.  
Pancasila sejauh ini hanyalah simbol, ideologi yang 
berlaku di negeri ini adalah Sekuralisme yang merupakan 
ibu kandung kapitalisme dan liberalisme yang justru 
menjajah negeri ini. (al wa’ie, 2013: 2). Selain itu HTI 
juga berpandangan bahwa maraknya kasus kejahatan 
yang terjadi di negeri ini adalah karena kesalahan 
diterapkannya sistem yang saat ini berlaku di Indonesia. 
Maraknya korupsi, ketidak stabilan ekonomi,  
Masalahnya  bukan pada pribadi presiden, namun ada 
pada sistem republik yang rusak ini. Kita wajib mencabut 
sistem ini hingga akarnya untuk digantikan dengan sistem 
Khalifah Islam. (al wa’ie, 2013:: 27). Berbekal 
pandangan itulah HTI ingin menawarkan ide baru yakni 
ide khilafah. Ide khilafah merupakan yang mengharuskan 
pengaturan kehidupan dunia dengan syariat Islam.  
 Ide khilafah yang wajib diterapkan oleh umat Islam 
adalah terwujudnya kehidupan Islam yang dicirikan oleh 
kehidupan yang didalamnya diterapkan syariah Islam 
dalam seluruh sendi kehidupan, baik kehidupan pribadi 
keluargamaupun kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
yang menyangkut aspek ibadah, makanan, minuman, 
pakaian, akhlak maupun muamalat serta uqubat. (al- 
wa’ie, 2013: 18). 
Pernyataan itu sesuai dengan latar belakang 
berdirinya Hizbut Tahrir yakni untuk membangun 
kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi, 
sehingga urusan pemerintahan dapat dijalankan sesuai 
dengan apa yang diturunkan Allah (Hizbut Tahrir, 1989 
:5).  
Pandangan HTI merupakan wujud dari pandangan 
kelompok keagamaan yang besifat radikal yaitu 
kelompok Islam yang menginginkan syariat Islam 
diterapkan di nusantara secara menyeluruh dari sistem 
politik, hukum, sosial semuanya diatur dalam undang- 
undang yang berasaskan syariat Islam karena mereka 
menganggap hanya syariat Islam yang bisa membuat 
negeri ini makmur, aman dan sejahtera.  
Berbeda dengan Pondok pesantren yang mempunyai 
pandangan moderat. Berbicara tentang pesantren, 
Pesantren merupakan jenis institusi pendidikan Islam 
tertua dan telah lama berakar di dalam budaya 
masyarakat Indonesia. Pesantren merupakan pusat 
pengkajian dan pendalaman khazanah ilmu- ilmu 
keislaman dan sekaligus sebagai pusat gerakan dakwah 
penyebaran agama Islam di masyarakat. Pondok 
pesantren merupakan lembaga pendidikan yang unik, 
tidak saja karena keberadaannya yang sudah sangat lama 
tetapi juga karena kultur, metode dan jaringan yang 
diterapkan oleh lembaga agama tersebut.  
(http://www.pikiranrakyat.com) 
Pondok pesantren yang memiliki pandangan moderat 
dalam penelitian ini adalah Pondok pesantren Tebuireng 
Jombang. Pesantren Tebuireng Jombang sangat 
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menjunjung tinggi pluralitas dan kemajemukan. Dalam 
pembuatan dan pelaksanaan peraturan Pesantren 
Tebuireng tidak mengesampingkan Pancasila sebagai 
ideologi dan dasar Negara. Hal itu dikarenakan pesantren 
Tebuireng menganggap bahwa nilai- nilai Pancasila tidak 
ada yang bertentangan dengan nilai- nilai Islam sehingga 
tetap dapat dijalankan sebagai Ideologi dan Dasar 
Negara.  
Pesantren Tebuireng yang saat ini dibawah naungan 
Yayasan Hasyim Asy’ari mengembangkan beberapa unit 
pendidikan formal dan non formal, yaitu : MTs Salafiyah 
Syafi’iyah, SMP A. Wahid Hasyim,  Madrasah Aliyah 
Salafiyah Syafi’iyyah, SMA A. Wahid Hasyim, 
Madrasah Muallimin Hasyim Asy’ari, Madrasah 
Diniyyah, Ma’had Aly Hasyim Asy’ari.  
Keberadaan unit- unit pendidikandi tengah- tengah 
kehidupan masyarakat memberikan arti tersendiri, yaitu 
sebagai manifestasi nilai- nilai pengabdian dan perhatian 
kepada masyarakat. Dalam bentuk informal, pesantren 
Tebuireng membuka jasa layanan masyarakat berupa 
pusat kesehatan pesantren (Puskestren), perekonomian 
(koprasi dan kantin). (Dokumen Pondok Pesantren 
Tebuireng Jombang) 
 Kepercayaan dan perhatian masyarakat luas terhadap 
keberadaan Pesantren Tebuireng adalah atas dasar 
kemajuan dan perkembangan Tebuireng di masa depan, 
dengan tetap mengembangkan visi dan misi pendidikan 
yang mandiri serta peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Visi dari pesantren Tebuireng Jombang 
adalah Pesantren Terkemuka Penghasil Insan Pemimpin 
Berakhlak.  
 Visi tersebut akan dicapai dengan Misi (1) 
Melaksanakan tata keadministrasian berbasis teknologi 
(2) Melaksanakan tata kepegawaian berbasis teknologi 
(3) Melaksanakan pembelajaran IMTAQ yang berkualitas 
di sekolah dan pondok (4) Melaksanakan pengkajian 
yang berkualitas kitab Adab al- Alim wa al- Muta’allim 
dan Ta’lim al- Muta’allim sebagai dasar akhlak al- 
karimah (5) Melaksanakan pembelajaran IPTEK yang 
berkualitas (6) melaksanakan pembelajaran sosial dan 
budaya yang berkualitas (7) menciptakan suasana yang 
mendukung upaya menumbuhkan daya saing yang sehat 
(8) Terwujud tata layanan publik yang baik.  
(Dokumen Pondok Pesantren Tebuireng Jombang)  
 Sebagai pencetak generasi penerus bangsa yang baik, 
Pondok pesantren Tebuireng sebagai Institusi Pendidikan 
Islam dan Hizbut Tahrir Indonesia sebagai organisasi 
Islam sama- sama mempunyai tanggung jawab untuk 
mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dalam 
kebhinekaannya. Realitas perbedaan backgroud keduanya 
membuat penelitian ini penting dan menarik untuk 
dilakukan. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui 
pandangan santri pondok pesantren Tebuireng Jombang 
terhadap pandangan Hizbut Tahrir Indonesia tentang 
Pancasila. 
Kata santri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI)  berarti orang yang mendalami agama Islam, dan 
atau orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh atau 
orang yang saleh. Sedangkan menurut pengertian bahasa 
Arab, kata Santri berasal dari kata santaro, yang 
mempunyai jamak (plural) sanaatiir (beberapa santri). 
Kata santri terdiri dari empat huruf arab yaitu sin, nun, 
ta', ra’ (Mustaqim, 2003:15). 
Santri adalah siswa yang belajar dan bertempat 
tinggal di Pondok Pesantren dengan Kyai sebagai 
gurunya dan dipelajarilah ilmu agama Islam dengan lebih 
mendalam sesuai dengan Al-Quran dan Al- Hadits. 
Pandangan santri dapat dikategorikan kedalam tiga 
pandangan Islam yaitu pandangan Islam Moderat, 
Radikal dan Konservatif. (Husein, 1999:36) 
Dari pengertian santri yang telah dijelaskan diatas 
maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan santri 
adalah siswa yang belajar dan bertempat tinggal di 
Pondok Pesantren dengan Kyai sebagai gurunya dan 
dipelajarilah ilmu agama Islam dengan lebih mendalam 
sesuai dengan Al-Quran dan Al- Hadits. 
Santri yang mendiami pondok pesantren dengan 
waktu yang cukup lama mempunyai bekal ilmu 
keagamaan yang lebih dibanding dengan siswa pada 
umumnya. karena bekal itulah menjadikan santri 
mempunyai pandangan yang berbeda- beda. dalam 
penelitian ini, pandangan santri dibedakan menjadi tiga 
yakni pandangan Islam moderat, radikal dan konservatif. 
Moderat dapat diartikan sebagai pandangan yang 
objektif dan tidak ekstrim karena pandangan moderat 
dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan tidak 
memihak golongan tertentu. Santri yang berpegang 
dengan pandangan moderat merupakan santri dengan 
pandangan yang bersifat terbuka sehingga dapat 
menerima hal- hal baru yang dirasa baik dan tidak 
merugikan. 
Pandangan Islam moderat memperlihatkan tekad yang 
besar dalam upaya membangun masyarakat yang adil dan 
menjunjung tinggi nilai- nilai kemanusiaan. Manusia 
secara keseluruhan telah mendapatkan kemuliaan dari 
Tuhan, tanpa membedakan agama, suku, ras dan warna 
kulit. 
Sejak awal kehadirannya Islam sangat menentang 
penindasan, peminggiran dan ketidakadilan. Maka melaui 
prinsip non diskriminasi diharapkan dapat tercipta suatu 
keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. 
Pandangan yang kedua adalah Islam Radikal. 
Arti kata radikal adalah amat keras menuntut 
perubahan. Istilah Islam radikal diberikan kepada 
kelompok- kelompok yang beraliran keras 
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dengan menuntut penegakan syariat dengan jalan 
yang dianggap sebagai jihat. (Husein, 1999: 42).  
Seseorang yang memiliki pandangan radikal yakni 
seseorang yang memiliki pemahaman Islam yang 
mendasar dan menyeluruh sehingga berkeinginan 
menerapkan aturan Islam secara menyeluruh dalam setiap 
sendi kehidupan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan 
suatu komunitas dikatakan radikal. Yaitu, kelompok 
Islam radikal sangat menginginkan syariat Islam 
diterapkan di nusantara secara menyeluruh dari sistem 
politik, hukum, sosial semuanya diatur dalam undang- 
undang yang berasaskan syariat Islam karena mereka 
menganggap hanya syariat Islam yang bisa membuat 
negeri ini makmur, aman dan sejahtera.  
Faktor selanjutnya adalah kontra terhadap demokrasi, 
kontra terhadap Sekularisme yaitu pemisahan urusan 
dunia terhadap urusan agamanya, kontra terhadap 
pluralisme dan liberalisme. Sehingga pandangan radikal 
cenderung tertutup terhadap pandangan lain. Pandangan 
yang ketiga adalah Pandangan Islam konservatif. Orang 
yang memiliki pandangan konservatif cenderung teguh 
pada prinsip dasar Islam yang diyakininya sehingga 
dalam memandang masalah akan dari sudut pandang 
idealnya artinya kurang dapat menerima hal- hal baru 
atau pandangan-pandangan baru.  
Pandangan yang ketiga adalah Pandangan Islam 
konservatif. Orang yang memiliki pandangan konservatif 
cenderung teguh pada prinsip dasar Islam yang 
diyakininya sehingga dalam memandang masalah akan 
dari sudut pandang idealnya artinya kurang dapat 
menerima hal- hal baru atau pandangan- pandangan baru. 
Pandangan konservatif kurang luwes dalam 
menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. 
Mereka cenderung membenarkan apa yang menurut 
mereka benar tanpa mau menerima saran atau pendapat 
orang lain. Santri yang mempunyai pandangan 
konservatif akan bersifat lebih tertutup dalam 
penyelesaian masalah karena kurang dapat menerima 
masukan dari orang lain. 
Santri mempunyai background  pendidikan agama 
lebih dibanding dengan siswa lain yang tidak tinggal 
dalam pesantren. Pesantren dapat diartikan tempat santri 
sama seperti pemukiman, tempat peristrirahatan, tempat 
modok dan lain- lain.  
(Dhofier, 2002) mengemukakan bahwa pesantren 
dapat bermakna proses menjadikan santri, sama 
seperti kata pencalonan (proses menjadikan 
calon), pemanfaatan (proses memanfaatkan 
sesuatu) dan lain- lain. Jelasnya, santri disini bisa 
menjadi objek dari usaha- usaha yang dilakukan 
di suatu tempat, tetapi juga bisa menjadi sosok 
personifikasi dari sasaran/tujuan yang akan 
dicapai lewat usaha- usaha tersebut.  
Dalam bentuknya yang tradisional, pesantren 
adalah lembaga pendidikan Islam dengan ciri 
khas asrama atau pondok dan kitab kuning 
sebagai kajian utama. Dalam perkembangan 
selanjutnya, merespon tuntutan perubahan dan 
masyarakat, banyak dari pesantren yang 
bertransformasi menjadi lembaga pendidikan 
modern dengan mengadopsi kurikulum 
pemerintah dan kurikulum yang dikembangkan 
di lembaga pendidikan umum (Mastuhu, 1994).  
Seiring dengan perkembangan masyarakat maka 
pendidikan pesantren baik tempat, bentuk, hingga 
substansi, telah jauh mengalami perubahan. Pesantren 
tidak lagi sesederhana seperti apa yang digambarkan 
seseorang, akan tetapi pesantren dapat mengalami 
perubahan sesuai dengan pertumbuhan dan 
perkembangan zaman. Terdapat tipologi pesantren 
menurut beberapa tokoh, yang pertama adalah menurut 
(Yacub, 2006: 101) yang dikutip oleh Khozin 
mengatakan bahwa ada beberapa pembagian Pondok 
pesantren dan tipologi yakni pesantren salafi, pesantren 
khalafi, pesantren kilat dan pesantren terintegrasi.  
Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang merupakan 
salah satu pondok pesantren terbesar di Jombang, pondok 
pesantren ini masuk dalam kategori pondok pesantren 
yang menyelenggarakan pendidikan umum namun di 
dalam baik berbentuk madrasah (sekolah umum dibawah 
DEPAG) dalam berbagai jenjang bahkan ada yang 
sampai Perguruan Tinggi yang tidak hanya meliputi 
fakultas- fakultas keagamaan melaikan juga fakultas- 
fakultas umum. Oleh karena itu pondok pesantren Tebu 
Ireng Jombang menganut ajaran agama Islam “rohmatan 
lil’alamin” yakni agama Islam menjadi kasih bagi 
seluruh alam. 
Pancasila merupakan rumusan dan pedoman 
kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah 
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan 
beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ 
perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia, yang kesuluruhannya itu tercantum dalam 
Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945. 
Inti dari kelima sila Pancasila yaitu, Inti sila 
pertama yang berbunyi Ketuhana Yang Maha 
Esa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agama masing- 
masing dan untuk beribadat menurut agama dan 
kepercayaannya. Dalam melaksanakan 
kemerdekaan beragama ini negara menghendaki 
adanya toleransi dari para pemeluk agama, 
sehingga tidak akan membenarkan adanya 
pemaksaan suatu agama kepada orang lain. 
Pemerintah juga harus selalu membimbing dan 
mengarahkan segenap warganegara dan 
penduduk untuk selalu mengamalkan ajaran 
agama yang dipeluknya, serta memberikan 
kebebasan kepada setiap penduduk Indonesia 
untuk mengembangkan agamanya tanpa 
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mengganggu hak dan kebebasan pemeluk agama 
lainnya. (Effendi, 1995 : 39) 
(Bakry, 1985: 42) mengemukakan bahwa 
Pancasila dinyatakan sebagai ideologi negara 
republik Indonesia dengan tujuan bahwa segala 
sesuatu dalam bidang pemerintahan ataupun 
semua yang berhubungan dengan hidup 
kenegaraan harus dilandasi dalam titik tolaknya. 
Dibatasi dengan gerak pelaksanaannya, dan 
diarahkan dalam mencapai tujuannya dengan 
Pancasila.  
Sesuai dengan semangat yang terbaca dalam 
pembukaan UUD 1945, ideologi Pancasila yang 
merupakan dasar Negara berfungsi dalam 
menggambarkan tujuan negara RI maupun dalam proses 
pencapaian tujuan negara tersebut.  
Artinya bahwa tujuan negara yang secara material 
dirumuskan sebagai berikut melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi 
dan keadilan sosial. Mengarah pada terwujudnya 
masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan 
semangat dan nilai- nilai Pancasila.  
Terdapat komunitas politik dalam penelitian ini yakni 
HTI yang kontra terhadap Pancasila. Latar belakang 
berdirinya HTI adalah membangkitkan kembali umat 
Islam dari kemerosotannya, membebaskan umat dari ide- 
ide, sistem atau perundang- undangan dan hukum- 
hukum yang kufur. (Hizbut Tahrir, 1989 : 5) HTI juga 
berdiri karena keinginannya untuk membangun Daulah 
Khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga urusan 
pemerintahan dapat dijalankan kembali sesuai dengan 
apa yang diturunkan Allah SWT. 
Seluruh aktivitas yang dilakukan Hizbut Tahrir 
Indonesia bersifat politik.  (Hibut Tahrir, 1989: 30). 
Hizbut Tahrir memperhatikan urusan masyarakat sesuai 
dengan hukum dan ketentuan Islam. Yakni sesuai dengan 
hukum dan pemecahan Islam yang dianggap paling 
benar. Aktivitas politik HTI tampak dalam aspek 
pemikiran dan perjuangan poliknya. Dalam 
pemikirannya, HTI tampak dalam penentangannya 
terhadap ide- ide dan aturan- aturannya yang dianggap 
kufur. Ide- ide tersebut seperti ideologi yang saat ini 
diterapkan di Indonesia yakni demokrasi dan 
nasionalisme.  
Seperti yang terdapat dalam media politik dan 
dakwahnya, dikatakan bahwa demokrasi terbukti tak 
berpihak pada umat. Slogan kedaulatan ditangan rakyat 
itu hanyalah ilusi belaka. Nyatanya, para pemilik modal 
yang berdaulat, sementara umat semakin menderita.(al-
wa’ie, 2014 : 26).  
Seperti halnya demokrasi, HTI pun tidak sepakat atau 
kontra terhadap nasionalisme atau yang sering disebut 
rasa cinta tanah air. HTI beranggapan bahwa 
nasionalisme hanya akan merusak ukuwah Islamiyah. Al 
wa’ie media politik dan dakwahnya disebutkan bahwa 
nasionalisme hakikatnya telah “membunuh” ukhuwah 
islamiyah yang bersifat universal. (al-wa’ie, 2013 : 2) 
Tujuan Hizbut Tahrir lainnya adalah 
menyampaikan hidayah (petunjuk syari’at) bagi 
umat manusia, memimpin umat Islam untuk 
menentang ide- ide dan sistem perundangan- 
undangan kufur maupun kekufuran itu sendiri 
secara menyeluruh, sehingga Islam dapat 
menyelimuti seluruh dunia. Hizbut Tahrir, 
(1989:26) 
Perjuangan politik ini tampak jelas dalam menentang 
penguasa, mengungkapkan penghianatan dan 
persekongkolan mereka terhadap umat, melancarkan 
kritik, kotrol dan koreksi terhadap mereka, serta berusaha 
menggantinya jika menyalahi hukum- hukum Islam. 
(Hizbut Tahrir 1989: 31). HTI telah melakukan kajian, 
penelitian dan studi terhadap kondisi umat. Kemudian 
membandingkannya dengan kondisi di masa Rasulullah. 
Setelah melakukan aktivitas kajian secara menyeluruh, 
Hizbut Tahrir memilih dan menetapkan ide- ide dan 
pendapat- pendapat, hukum- hukum yang berasal dari 
Islam. Ide- ide, pendapat- pendapat dan hukum- hukum 
yang telah dipilih dan ditetapkannya telah dihimpun 
dalam berbagai buku dan selembaran. Semua itu telah 
diterbitkan dan disebarluaskaan kepada masyarakat.  
Hizbut Tahrir mengemban dakwah Islam tiada 
lain agar Islam dapat dilaksanakan dalam 
kehidupan, sehingga akidah Islam menjadi dasar 
negara, dasar konstitusi dan perundang- 
undangan. Karena akidah Islam adalah akidah 
aqliyah dan akidah siyah, yang melahirkan 
aturan yang dapat memecahkan problematika 
manusia secara keseluruhan, baik di bidang 
politik, ekonomi, pendidikan, sosial 
kemasyarakatan, dan lain- lain. (Hizbut Tahrir, 
1998: 32) 
HTI merupakan sebuah komunitas Islam yang 
menyerukan penolakannya terhadap Pancasila. 
Penolakan HTI terhadap Pancasila tidaklah 
tanpa alasan, HTI berpandangan bahwa 
Pancasila hanya merupakan gagasan- gagasan 
filosofis sehingga dalam tataran praktis banyak 
sekali peraturan perundangan dan kebijakan 
pemerintah yang layak dipertanyakan 
kesesuaiannya dengan Pancasila. 
(http://ideologipancasila.wordpress.com)  
 Hizbut Tahrir Indonesia berpandangan bahwa 
banyaknya kejahatan  yang terjadi di Indonesia saat ini 
seperti pencopetan, perampokan, pembegalan serta 
pembunuhan, peredaran narkoba dan praktik korupsi  
dengan alasan kebutuhan ekonomi merupakan akibat 
dari penerapan sistem ekonomi dan sistem politik yang 
kini diterapkan di Indonesia. Hal itu selaras dengan 
pandangan HTI yang termuat dalam buletin dakwahnya 
yang mengatakan bahwa  
Pandangan Santri Ponpes Tebuireng Jombang terhadap Pandangan HTI 
 
sesungguhnya berbagai persoalan itu adalah buah 
dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme di 
negeri hingga detail- detailnya, juga buah 
penerapan sistem politik demokrasi yang 
sesungguhnya hanya ilusi. Oleh karena itu, 
berbagai persoalan yang mendera negeri ini tidak 
mungkin dapat diselesaikan kecuali dengan 
menyingkirkan sistem kapitalisme dan sistem 
demokrasi. (Al Islam, edisi 753) 
Terdapat beberapa dampak buruk nasionalisme 
menurut pandangan HTI yakni nasionalisme 
dapat memecah belah umat, nasionalisme 
menyuburkan berbagai konflik, nasionalisme 
memunculkan disintegrasi dan melemahkan 
umat. (al- wa’ie, 2013: 912) 
Penolakan HTI terhadap sistem pemerintahan di 
Indonesia tidaklah tanpa solusi, HTI menawarkan ide- ide 
baru yakni penerapan Islam secara kaffah atau 
menyeluruh. Seperti yang termuat dalam buletin 
dakwahnya yakni ...karena itu, Saudaraku, penerapan 
Islam secara kaffah mengharuskan adanya institusi 
pelaksananya. Itulah khilafah. Khilafah adalah satu- 
satunya sistem pemerintahan Islam, bukan yang lain. (Al 
Islam, edisi 753) 
Untuk itulah dalam pandangan Hizbut Tahrir 
Indonesia, Islam harus dijalankan secara kaffah, 
menyeluruh, total dalam berbagai bidang 
kehidupan. HTI memandang bahwa penegakkan 
syari’at Islam tidak dapat ditunda-tunda lagi. Ia 
harus mutlak dan segera untuk diterapkan. Untuk 
itu, Hizbut Tahrir tidak mengenal adanya 
tahapan dalam proses penerapan syari’at Islam 
dalam suatu wilayah muslim. 
(http://ideologipancasila.wordpress.com) 
 
METODE 
Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, 
karena data yang diperoleh berupa angka dan dianalisis 
menggunakan statistik. Adapun metode penelitian yang 
digunakan adalah survei. Informasi yang diperoleh dari 
penelitian survei dapat dikumpulkan dari seluruh 
populasi dan dapat pula hanya sebagian dari populasi 
(Arikunto, 2009: 236).  
Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dari 
sebagian populasi yang disebut sebagai survei sampel. 
Survei sampel dalam penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pandangan santri Pondok pesantren 
Tebuireng Jombang terhadap pandangan Hizbut Tahrir 
Indonesia (HTI) tentang Pancasila di Indonesia. 
 
Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian adalah lokasi yang digunakan untuk 
melakukan penelitian yaitu di Pondok Pesantren 
Tebuireng Jombang.  
Waktu penelitian adalah waktu yang diperlukan untuk 
kegiatan penelitian berlangsung. Waktu penelitian ini 
mulai dari konsultasi judul hingga penyusunan laporan 
penelitian. Lebih tepatnya pada bulan Oktober 2014-Mei 
2015. 
 
Informan Penelitian 
Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang 
terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas 
dan karakteristik yang diterapkan oleh peneliti untuk 
mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sugiyono, 
(1998: 53). Dari pengertian tersebut yang menjadi 
populasi dalam penelitian ini adalah seluruh santri yang 
tinggal di Pondok pesantren Tebuireng Jombang yang 
berjumlah 2.169 santri 
Dalam penentuan jumlah anggota sampel dinyatakan 
dengan ukuran sampel. Menurut Slovin (dalam Sarwono 
2006 : 20) untuk menentukan sampel yang representatif 
dari sejumlah populasi digunakan rumus : 
 
keterangan : 
n = Sampel 
N = Populasi 
D = Derajat Kebebasan 
Misal : 0,1 : 0,05 atau 0,01 
 Maka dalam penelitian ini besarnya sampel 
adalah : 
 
 
 
 
 
Berdasarkan rumus maka jumlah sampel yang 
digunakan adalah 95,5 yang dibulatkan menjadi 96 santri. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
purposive sampling menurut Sugiyono (2011:218-219) 
yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan 
tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah santri kelas 
XII. Dengan pertimbangan kelas XII mempunyai bekal 
tentang pancasila yang lebih mendalam karena telah 
menempuh mata pelajaran PPKn dengan waktu yang 
lebih lama.  
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Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah menggunakan angket semi terbuka, 
yaitu salah satu jenis angket dimana item pernyataan 
pada angket berbentuk pilihan isian tanda yang juga 
disertakan alasan mengapa responden memilih 
jawabannya. Alasan itu untuk memperkuat pilihan 
jawabannya.  
Angket dalam penelitian ini berisi pandangan HTI 
tentang Pancasila. Pandangan HTI didapat dari produk 
media cetak yang digunakan oleh HTI untuk media 
dakwahnya. media cetak itu diantaranya adalah buletin 
dakwah Al-Islam yang terbit setiap hari jumat. buletin 
dakwah Al-Islam yang terbit setiap hari jumat 
mempunyai isi dakwah terbaru setiap minggunya. Selain 
itu, pandangan HTI juga didapat dari media politik dan 
dakwah al-wa’ie yang terbit setiap bulan. Dua sumber 
diatas dirasa telah cukup mewakili pandangan HTI. 
Angket yang telah disusun kemudian akan diisi oleh 
santri pondok pesantren Tebuireng Jombang selaku 
responden dalam penelitian ini. Responden diharapkan 
bisa mengisi angket sesuai dengan pengetahuan dan sikap 
yang dimilikinya, sehingga diharapkan nantinya data 
yang diperoleh bisa lebih lengkap. Angket digunakan 
untuk mencari data yang berhubungan dengan pandangan 
santri pondok pesantren Tebuireng Jombang terhadap 
pandangan HTI tentang Pancasila. Angket ini ditujukan 
kepada santri. 
Metode pengumpulan data dokumentasi dilakukan 
untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan 
dokumen baik yang berada didalam Pondok pesantren 
Tebu ireng Jombang ataupun yang berada diluar Pondok 
pesantren Tebuireng Jombang, yang ada hubungannya 
dengan penelitian ini yaitu profil pondok pesantren, data 
jumlah santri dalam pondok pesantren, visi misi Pondok 
pesantren Tebuireng Jombang. 
 
Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan langkah yang digunakan untuk 
menggeneralisasikan atau menarik kesimpulan. Data dari 
penelitian dianalisis agar teruji kebenarannya. Dalam 
penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif kuantitatif dalam bentuk presentase. Rumus 
presentase adalah sebagai berikut :  
Keterangan : 
P = Hasil akhir dalam presentase 
n = Banyaknya jumlah pemilih 
N = Jumlah sampel seluruhnya.  
 
Dalam angket penelitian ini, terdapat dua jawaban pilihan 
yang keduanya memiliki bobot 50%. Adapun pilihan 
jawaban terdapat dalam tabel 1 dibawah ini: 
 
Tabel 1 Pilihan Jawaban 
Pilihan Jawaban Artinya 
A Setuju 
B Tidak Setuju 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pancasila merupakan lima dasar yang dijadikan patokan 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam 
perumusan suatu peraturan dan kebijakan baru harus 
berdasarkan pada nilai- nilai Pancasila, disinilah fungsi 
Pancasila sebagai Dasar Negara.  
Nilai-nilai Pancasila telah digali dari budaya dan jati 
diri bangsa dan telah disepakati sebagai asas yang 
mengikat, disinilah fungsi pancasila sebagai Ideologi 
Negara. Karna pentingnya Pancasila sebagai Ideologi dan 
Dasar Negara maka sudah seharusnya para generasi 
penerus bangsa menjalankan nilai- nilai pancasila dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara.  
Namun seiring dengan perkembangan zaman, banyak 
bermunculan komunitas- komunitas baru yang kontra 
terhadap Pancasila. Komunitas tersebut hadir dari 
berbagai macam background, baik dari komunitas, 
keagamaan, politik dan lain-lain. Dalam penelitian ini 
komunitas yang kontra terhadap pancasila datang dari 
komunitas politik keagamaan yakni Hizbut Tahrir 
Indonesia (HTI). HTI kontra terhadap Pancasila dan 
menawarkan  ide- ide baru. ide baru yang ditawarkan 
oleh HTI Salah satunya adalah dengan mengganti sistem 
di Indonesia menjadi sistem Khilafah.  
Pandangan HTI yang kontra terhadap Pancasila 
menuai pendapat yang berbeda-beda dalam masyarakat. 
ada yang pro terhadap pandangan HTI namun juga ada 
yang kontra. Salah satu pandangan yang ingin diketahui 
dalam penelitian ini adalah Pandangan santri pondok 
pesantren Tebuireng Jombang.  
Pondok Pesantren Tebuireng Jombang yang 
merupakan Pondok pesantren Salafi modern dengan 
background pandangan moderat menarik untuk diketahui 
lebih lanjut terkait dengan pendapat santrinya dalam 
memandang pandangan HTI .  
Untuk itulah dalam penelitian ini akan dibahas lebih 
mendalam tentang pandangan Santri pondok pesantren 
Tebuireng Jombang terhadap Pandangan HTI. Penelitian 
ini dilaksanakan pada bulan Februari 2015 di Pondok 
pesantren Tebuireng Jombang. Pondok pesantren 
Tebuireng Jombang merupakan salah satu pondok 
pesantren terbesar di Jombang. Jumlah santri mencapai 
2.950 santri. Jumlah santri yang banyak menjadi bukti 
bahwa pondok pesantren Tebuireng dipercaya oleh 
masyarakat.  
Pandangan Santri Ponpes Tebuireng Jombang terhadap Pandangan HTI 
 
Adapun data yang dihasilkan dapat dilihat dalam  tabel 
dibawah ini :  
Tabel 2 
Hasil Penelitian tentang Pandangan Santri Ponpes 
Tebuireng Jombang terhadap Pandangan HTI yang 
Kontra terhadap Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar 
Negara. 
No 
Pandangan 
HTI 
tentang 
Pancasila 
sebagai 
Ideologi 
dan Dasar 
Negara 
Pandangan 
Santri 
Prosentase 
Se 
tuju 
Tidak 
Setu 
ju 
Se 
tuju 
Tidak 
Setuju 
1. Sistem 
Republik 
wajib 
diganti 
dengan 
sistem 
Khilafah. 
4 92 4,14% 95,83% 
2. Pancasila 
sejauh ini 
hanyalah 
simbol. 
5 91 5,21% 94,79% 
3. Ideologi 
yang benar 
adalah 
ideologi 
Islam  
8 88 8,34% 91,66% 
4. Perubahan 
rezim 
harus 
diikuti oleh 
perubahan 
sistem dan 
undang-
undang.  
9 87 9,38% 90,62% 
5. Nasionalis
me 
hakikatnya 
telah 
“membunu
h” 
ukhuwah 
islamiyah  
7 89 7,29% 92,71% 
 
Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa santri pondok 
pesantren Tebuireng Jombang kontra terhadap pandangan 
HTI tentang Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar 
Negara. Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara 
yang selama ini berjalan di Indonesia dipandang kurang 
tepat oleh HTI. HTI kontra terhadap Pancasila karena 
berpandangan bahwa selama ini Pancasila hanya 
dijadikan simbol, sementara ideologi yang berperan lebih 
pada ideologi barat seperti sekularisme dan liberalisme. 
Menurut pandangan HTI pancasila sangat tidak ideal 
ditetapkan menjadi Ideologi dan Dasar Negara.  
Ketidak sepakatan HTI terhadap Pancasila sebagai 
Ideologi dan Dasar Negara dapat terlihat dalam tabel 2 
diatas. Pandangan santri yang terlihat dalam tabel 2 
didapat dari bulletin dan media dakwah HTI yang terbit 
setiap seminggu sekali dan sebulan sekali.  
Buletin Al Islam yang terbit setiap hari jumat 
merupakan media dakwah HTI. didalam bulletin Al Islam 
dapat terlihat ketidak sepakatan HTI terhadap Pancasila. 
Selain dapat terlihat dalam Al Islam, pandangan HTI juga 
dilihat dalam Majalah al-wa’ie yang terbit setiap satu 
bulan sekali.  
Pandangan HTI terangkum dalam item pernyataan 1 
hingga 20 yang terbagi dalam 4 tabel yakni tabel 2 
sampai tabel 5. Tabel 2 item pernyataan nomer 1 HTI 
berpandangan bahwa maraknya korupsi, ketidak stabilan 
ekonomi, masalahnya bukan pada pribadi presiden, 
namun ada pada sistem republik yang rusak ini. Kita 
wajib mencabut sistem ini hingga akarnya untuk 
digantikan dengan sistem khilafah Islam.  
Pandangan HTI pada item nomer satu didapat dari 
majalah al-wa’ie no.156 Tahun XIII, Agustus 2013. 
Pendapat HTI yang tertuang dalam nomer satu dipandang 
berbeda oleh Santri Pondok Pesantren Tebuireng 
Jombang. Mayoritas santri Pondok Pesantren Tebuireng 
Jombang tidak sependapat dengan pandangan HTI. dalam 
tabel telihat bahwa lebih dari 90% santri tidak setuju 
dengan pandangan HTI.  
Hal itu juga berlaku untuk pernyataan nomer dua 
hingga nomor lima pada tabel 2. Pernyataan nomer dua 
yang diambil dari majalah al-wa’ie no.156 Tahun XIII, 
Agustus 2013. HTI berpandangan bahwa Pancasila 
sejauh ini hanyalah simbol, ideologi yang berlaku di 
negeri ini adalah sekuralisme yang merupakan ibu 
kandung kapitalisme dan liberalisme yang justru menjadi 
penjajah negeri ini. 
  Dalam tabel terlihat bahwa lebih dari 90% santri 
tidak sependapat dengan HTI. Hanya 5,21% santri yang 
setuju terhadap pandangan HTI. Santri menilai bahwa 
pancasila bukan hanya merupakan simbol tetapi dasar 
Negara yang ideal untuk Indonesia. 
Pernyataan nomer tiga yang tertulis dalam majalah al-
wa’ie no.153 Tahun XIII, Mei 2013. HTI berpandangan 
bahwa ideologi yang benar adalah ideologi Islam agar 
umat Islam tidak percaya lagi kepada ideologi 
kapitalisme.  
Mayoritas santri tidak sependapat dengan pandangan 
HTI. hal itu terlihat dalam tabel 2. Sebanyak 91,66% 
santri kontra dan hanya 8,34% santri yang setuju dengan 
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pandangan HTI. Ketidak sepakatan santri terhadap 
pandangan HTI karena santri berpandangan bahwa 
Indonesia merupakan bangsa yang plural. Tedapat 
banyak agama di Indonesia yang harus dihormati dan 
dihargai setiap pemeluknya. Dan pancasila merupakan 
ideology yang dapat mempersatukan kemajemukan yang 
ada di Indonesia. 
Item pernyataan nomer empat yang diperoleht dari 
majalah al-wa’ie no.156 Tahun XIII, Agustus 2013. HTI 
berpandangan bahwa perubahan rezin tanpa diikuti 
peubahan sistem yang dianut tidak akan menghasilkan 
perubahan apapun. Sistem perundang- undangan tetaplah 
seperti semula sehingga masyarakat tetap hidup dalam 
penderitaan.  
Pandangan HTI dipandang berbeda oleh para santri. 
Mayoritas santri tidak sependapat dengan pandangan 
HTI. lebih dari 90% santri tidak sependapat dengan 
pandangan HTI. santri menilai bahwa sistem yang saat ini 
berlaku di Indonesia sudah tepat. Kekacauan yang ada di 
Indonesia bukan karna sistemnya melainkan karna sistem 
yang ada tidak diterapkan dengan baik. 
Item pernyataan nomer empat yang diperoleh dari 
majalah al-wa’ie no.152 Tahun XIII, April 2013. HTI 
berpandangan bahwa nasionalisme hakikatnya telah 
“membunuh” ukuwah islamiyah yang bersifat universal.  
Mayoritas santri Pondok Pesantren Tebuireng 
Jombang tidak sependapat dengan pandangan HTI. 
92,71% santri tidak setuju dengan pandangan HTI. Santri 
yang kontra terhadap pandangan HTI beralasan bahwa 
Naionalisme merupakan bentuk cinta bangsa terhadap 
negaranya. Sehingga memiliki rasa nasionalisme 
merupakan hal positif yang semestinya dimiliki oleh 
warga Negara yang baik. 
Pancasila merupakan Ideologi dan Dasar Negara yang 
tepat untuk Indonesia. Pancasila tidaklah dibentuk dan 
ditetapkan tanpa perundingan dan pemikiran. Para pendiri 
negara Indonesia dalam menetapkan pancasila telah 
menggali nilai-nilainya dari kebudayaan dan kepribadian 
bangsa sehingga lima sila ini merupakan cerminan dari 
bangsa Indonesia. 
Santri Ponpes Tebuireng Jombang berpendapat bahwa 
Pancasila merupakan lima dasar yang mewakili pribadi 
bangsa. Sehingga dengan Pancasila kemajemukan agama, 
budaya, suku, ras dan golongan di Indonesia dapat 
dipersatukan. Santri juga menambahkan bahwa Pancasila 
merupakan Ideologi yang netral artinya tidak berkiblat 
pada satu agama dan sangat menghormati perbedaan. 
Diterapkannya Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar 
Negara maka Negara sangat menjamin adanya pluralitas 
di Indonesia. Negara menjamin warga negaranya untuk 
memeluk agama dan kepercayaannya, Negara menjamin 
kehidupan yang adil dan makmur pada setiap warga 
Negara tanpa membedakan agama, suku ataupun 
golongannya.  
 
Tabel 3 
Hasil Penelitian tentang Pandangan Santri Ponpes 
Tebuireng Jombang terhadap Pandangan HTI yang 
Kontra terhadap Pancasila sebagai patokan dalam 
penetapan hukum di Indonesia. 
No
. 
Pandangan 
HTI 
tentang 
Pancasila 
sebagai 
patokan 
dalam 
penetapan 
hukum di 
Indonesia. 
Pandangan 
Santri 
Prosentase 
Se 
tuju 
Tidak 
Setuju 
Setuju Tidak 
Setuju 
1. Hukum dan 
Undang-
undang 
harus 
bersumber 
dari Al-
Kitab dan 
As-Sunnah 
50 46 52,08% 47,92% 
2. Memotong 
tangan 
pencurinya 
adalah 
hukuman 
yang tepat 
untuk 
pencuri. 
71 23 73,95% 26,05% 
3. Hukuman 
cambuk 
adalah 
hukuman 
yang tepat 
untuk 
pezinah.  
63 33 65,62% 34,38% 
4. Peminum 
khamr 
hendaknya 
dihukum 
dengan 
delapan 
puluh kali 
pukulan.  
74 22 77,08% 22,98% 
 
Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa lebih dari 50% 
santri sependapat dengan pandangan HTI. Mayoritas 
santri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang sependapat 
dengan pandangan HTI. Hal itu terlihat dari pendapat 
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santri pada masing- masing item pernyataan yang 
terdapat dalam  tabel 3.  
Item pernyataan nomer satu yang terdapat dalam  
majalah al-wa’ie no.163 Tahun XIV, Maret 2014. HTI 
berpandangan bahwa menetapkan hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang tidak bersumber dari al-Kitab 
dan as-Sunnah tak ubahnya seperti menjadikan orang itu 
sebagai Tuhan selain Allah SWT. Itu jelas merupakan 
dosa besar. 
52,08% santri setuju dengan pandangan HTI. Hukum 
dan peraturan perundangan-undangan menurut santri 
memang tidak boleh menyimpang dari aturan al-Kitab 
dan as-Sunnah. Namun pancasila tidaklah melenceng dari 
al-Kitab dan as-Sunnah. Hanya saja Indonesia sebaiknya 
menerapkan hukum Islam agar dalam penentuan hukum 
lebih tegas dan membuat efek jera bagi pelakunya. 
  Item pernyataan nomer dua yang terdapat dalam 
majalah al-wa’ie no.163 Tahun XIV, Maret 2014. HTI 
berpandangan bahwa hukuman yang tepat diberikan 
kepada pencuri adalah dengan memotong tangan 
pencurinya. (setelah adanya pembuktian yang syar’i). 
Mayoritas santri pondok pesantrn Tebuireng Jombang 
setuju dengan pandangan HTI. Sebanyak 73,95% santri 
sependapat. Hal itu dikarenakan, santri menilai hukuman 
dari hukum islam lebih tegas dibandingkan dengan 
hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Hukum Islam 
juga dipandang akan lebih membuat efek jera. 
Efek jera yang ditimbulkan pada hukuman potong 
tangan bagi yang pelaku pencurian tidak hanya akan 
dirasakan oleh pelakunya tetapi juga oleh masyarakat lain 
yang akan memiliki niat mencuri. Hukuman ini dirasa 
sangat tepat diterapkan di Indonesia. 
Item pernyataan nomor 3 yang diperoleh dari majalah 
al-wa’ie no.163 Tahun XIV, Maret 2014. HTI 
berpandangan bahwa hukuman cambuk adalah hukuman 
yang tepat diberikan kepada pezinah. (setelah adanya 
pembuktian yang syar’i). 
Menurut santri dengan hukuman cambuk bagi para 
pezinah akan dapat mengurangi kasus-kasus perzinahan 
yang kini marak terjadi. Maka sebanyak 65,62% santri 
pondok pesantren Tebuireng Jombang setuju dengan 
pandangan HTI yang menginginkan penerapan hukum 
Islam di Indonesia. 
Item nomer tujuh yang diperoleh dari majalah al-
wa’ie no.163 Tahun XIV, Maret 2014. HTI 
berpandangan bahwa peminum khamr (minuman 
keras)hendaknya dihukum dengan delapun puluh kali 
pukulan.(setelah adanya pembuktian yang syar’i). 
Sebanyak 77,08 santri sependapat dengan pandangan 
HTI. Santri menilai minum minuman keras yang 
memabukkan meruapakan perbuatan tercela dan dapat 
diatasi dengan penerapan hukum Islam di Indonesia 
dengan baik. 
Tabel 4 
Hasil Penelitian tentang Pandangan Santri Ponpes 
Tebuireng Jombang terhadap Pandangan HTI yang 
Kontra terhadap Demokrasi sebagai sistem yang 
kekuasaan berada di tangan rakyat. (dari, oleh dan untuk 
rakyat). 
No. Pandang
an HTI 
tentang 
Pancasila 
sebagai 
patokan 
dalam 
penetapa
n hukum 
di 
Indonesi
a. 
Pandangan 
Santri 
Prosentase 
Se 
tuju 
Tidak 
Setuju 
Setuju Tidak 
Setuju 
1. Dalam 
negara 
demokra
si, atas 
nama 
rakyat 
hukum 
Allah 
SWT 
disingkir
kan. 
4 92 4,17% 95,83% 
2. segera 
campakk
an 
demokra
si dan 
seluruh 
sistem 
kufur 
lainnya 
buatan 
manusia 
11 85 11,46% 88,54% 
3. Sejatinya 
permasal
ahan 
negeri ini 
karena 
suburnya 
demokra
si. 
25 71 26,05% 73,95% 
4. Masalah 
sosial 
yang 
terjadi di 
Indonesi
a 
merupak
an buah 
17 79 17,71% 82,29% 
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dari 
penerapa
n sistem 
politik 
demokra
si 
5. Demokra
si justru 
meligiti
masi 
korupsi. 
6 90 6,25% 93,75% 
6.  Demokra
si 
terbukti 
tak 
berpihak 
pada 
umat.  
16 80 16,66% 83,34% 
Tabel 4 menunjukkan bahwa mayoritas santri tidak setuju 
dengan pandangan HTI yang kontra terhadap Demokrasi. 
Santri berpandangan bahwa demokrasi merupakan sistem 
yang dipercaya dapat membatasi kewenangan pemerintah 
karena demokrasi berasal dari rakyat, oleh rakyat dan 
untuk rakyat. Dengan diterapkannya sistem demokrasi 
rakyat diharapkan dapat ikut andil dalam penetapan 
peraturan bersama.  
Item pernyataan nomor satu yang diperoleh dari 
majalah al-wa’ie no 153 Tahun XIII, Mei 2013. HTI 
berpendapat bahwa dalam Negara demokrasi, atas nama 
rakyat hukum Allah SWT disingkirkan.  
Mayoritas santri pondok pesantren Tebuireng 
Jombang tidak setuju dengan pandangan HTI. terlihat 
dalam tabel 3 bahwa sebanyak 95,83% santri mengatakan 
tidak setuju terhadap pandangan HTI. 
Santri pondok pesantren Tebuireng Jombang tidak 
setuju karena beranggapan bahwa demokrasi merupakan 
sistem yang bertujuan memperjuankan suara rakyat agar 
tidak dieksploitasi pemerintah dan ikut serta dalam 
pembuatan keputusan pusat. 
Keikut sertaan rakyat dapat terlihat dengan adanya 
pemilihan langsung setiap lima tahun sekali dalam 
memilih wakil rakyat. Rakyat langsung datang kebilik 
pemilihan umum dan memilih orang yang akan 
mewakilinya dikursi pemerintahan.  
Rakyat harus dapat memilih dengan hati nurani dan 
melihat calon wakilnya dengan baik. Dari 
pengalamannya, dari masa lalu dan prestasinya. Visi 
misinya dapat dilihat internet yang kini semakin canggih. 
Item pernyataan nomor 2 yang diperoleh dari majalah 
al-wa’ie no 153 Tahun XIII, Mei 2013. HTI juga 
mengajak kepada umat agar segera mencampakkan 
demokrasi dan seluruh sistem kufur lainnya buatan 
manusia, juga melenyapkan sekat-sekat nasionalisme 
yang membuat umat Islam terpecah belah.  
Mayoritas santri pondok pesantren tebuireng Jombang 
tidak setuju dengan pandangan HTI. Sebanyak 88,54% 
santri tidak sependapat dengan HTI. Terpecahnya umat 
bukanlah karena nasionalisme. 
Item pernyataan nomer tiga yang diperoleh dari 
majalah al-wa’ie no 166 Tahun XIV, Juni 2014. HTI 
berpandangan bahwa sejatinya permasalahan negeri ini 
karena suburnya demokrasi.  
73,95% santri tidak setuju dengan pandangan HTI. 
santri tidaklah menyalahkan sistem atas banyak maslah 
yang kini ada di Indonesia. melainkan karna pribadi 
masing- masing masyarakat yang semakin tidak tepat 
dalam menjalankan pancasila sebagai ideologi dan dasar 
Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. 
Item pernyataan nomer empat yang diperoleh dari 
bulletin dakwah Al-Islam edisi 753, April 2015. HTI 
berpandangan bahwa sesungguhnya berbagai persoalan 
itu (pencopetan, perampokan, pembegalan, pembunuhan, 
dan korupsi) adalah buah dari penerapan sistem politik 
demokrasi yang sesungguhnya hanya ilusi. 
Mayoritas santri tidak setuju dengan pandangan HTI. 
sebanyak 82,29% santri tidak setuju karena menganggap 
permaslahan yang terjadi bukan merupakan kesalahan 
sistem tapi lebih pada kesalahan para individunya yang 
tidak menjalankan sistem dengan baik. 
Item pernyataan nomer lima yang diperoleh dari 
majalah al-wa’ie no 153 Tahun XIII, Mei 2013. HTI 
berpandangan bahwa demokrasi justru meligitimasi 
korupsi. Dari pendapat tersebut sebanyak 93,75% santri 
tidak setuju dengan pandangan HTI. 
Item pernyataan nomer enam yang bersumber dari 
majalah al-wa’ie no 162 Tahun XIV, Februari 2014.  HTI 
berpendapat bahwa demokrasi terbukti tak berpihak pada 
umat. Slogan kedaulatan ditangan rakayat itu hanyalah 
ilusi belaka. Nyatanya, para pemilik modal yang 
berdaulat, sementara umat semakin menderita. Dari 
pandangan HTI tersebut sebanyak 83,34% santri tidak 
setuju.  
Ketidak sepakatan santri terhadap pandangan HTI 
karena santri berpandangan bahwa keikut sertaan rakyat 
dalam ranah politik dapat terlihat ketika adanya 
pemilihan umum. Rakyat langsung datang ke Tempat 
Pemilihan Umum (TPU) untuk memilih calon yang akan 
mewakilinya dalam pemerintahan. Santri pondok 
pesantren Tebuireng Jombang juga berpendapat bahwa 
banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh wakil 
rakyat merupakan kesalahan dari rezimnya bukan pada 
sistemnya.  
Tujuan dari sistem demokrasi dipandang sudah tepat 
hanya saja dalam pelaksanaanya kurang maksimal. Untuk 
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meminimalkan pemanfaatan kewenangan oleh wakil 
rakyat dapat dilakukan dengan penerapan hukum yang 
lebih tegas dan dapat membuat jera. Contohnya dengan 
pemberlakuan potong tangan untuk para koruptor pencuri 
uang  rakyat. 
Tabel 5 
Hasil Penelitian tentang Pandangan Santri 
Ponpes Tebuireng Jombang terhadap Pandangan HTI 
yang menginginkan Sistem Pemerintahan Khilafah 
No. Pandang
an HTI 
tentang 
Pancasila 
sebagai 
patokan 
dalam 
penetapa
n hukum 
di 
Indonesi
a. 
Pandangan 
Santri 
Prosentase 
Se 
tuju 
Tidak 
Setu 
ju 
Setuju Tidak 
Setuju 
1. Partai 
politik 
wajib 
berasask
an akidah 
Islam. 
15 81 15,63% 84,37% 
2. Sekularis
me, 
demokra
si, dan 
nasionali
sme 
adalah 
ide batil 
dalam 
pandanga
n Islam. 
4 92 4,17% 95,83% 
3. Suara 
rakyat 
sekedar 
digunaka
n untuk 
melegiti
masi 
kepentin
gan 
partai. 
24 72 25% 75% 
4.  Wajib 
memilih 
pemimpi
n yang 
memenu
hi 
kriteria 
89 7 92,71% 7,29% 
agama 
(Islam).   
5. Dengan 
kapitalis
me,demo
krasi, 
liberalis
me, 
pluralism
e sama 
dengan 
mengikut
i kapal 
busuk 
yang 
tenggela
m.   
22 74 22,92% 77,08% 
 
Berdasar tabel 5 dapat dilihat bahwa mayoritas santri 
Popes Tebuireng Jombang kontra terhadap ide baru HTI 
yang ingin merubah system pemerintahan di Indonesia 
menjadi sistem Khilafah. Santri kontra terhadap 
Pandangan HTI karena berpandangan bahwa sistem 
khilafah kuramg tepat diterapkan di Indonesia karena 
Negara Indonesia merupakan Negara majemuk yang 
terdiri dari banyak agama dan kepercayaan, terdiri dari 
banyaknya suku bangsa, budaya, golongan, dll. Sehingga 
dengan diterapkannya sitem khilafah ditakutkan dapat 
memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.  
Dari table hasil penelitian di atas dapat diketahui 
bahwa prosentase santri yang tidak setuju (kontra) 
terhadap pandangan HTI lebih besar dibandingkan 
dengan santri yang setuju (pro) terhadap pandangan HTI. 
Item nomer satu yang bersumber dari majalah al-
wa’ie no 166 Tahun XIV, Juni 2014. HTI berpendapat 
bahwa partai politik wajib berasaskan akidah Islam.  
Tabel 5 nomer 1 menunjukkan bahwa sebanyak 
84,37% santri tidak setuju dengan pandangan HTI. 
menurut santri partai politik tidak wajib berlandaskan 
Islam karena di Indonesia terdapat banyak agama legal 
yang mempunyai hak yang sama dengan agama Islam. 
Selama partai politik tidak menyimpang dari ajaran 
positif agama Islam dan Pancasila sebagai dasar Negara 
maka partai politik tersebut dapat diterima 
keberadaannya ditengah masyarakat.  
Item pernyataan nomer 2 yang bersumber dari 
majalah al-wa’ie no 153 Tahun XIII, Mei 2013. HTI 
berpandangan bahwa sekularisme, demokrasi, dan 
nasionalisme adalah ide batil dalam pandangan Islam. 
Sebanyak 95,83% santri tidak setuju terhadap 
pandangan HTI. Santri menilai bahwa demokrasi adalah 
sistem yang baik yang diterapkan di Indonesia selama 
penerapannya sesuai dengan tujuan demokrasi itu sendiri. 
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Item nomer tiga yang diperoleh dari majalah al-wa’ie 
no 166 Tahun XIV, Juni 2014. HTI menganggap bahwa 
suara rakyat sekedar digunakan untuk meligitimasi 
kepentingan partai. 
Dari tabel 5 terlihat bahwa sebanyak 75% santri tidak 
setuju dengan pandangan HTI. santri beranggapan bahwa 
pemanfaatan legitimasi oleh partai untuk kepentingan 
partai yang mengatas namakan rakyat merupakan 
kesalahan dari para elit, bukan kesalahan rakyat juga 
bukan kesalahan sistem.Tapi sistem yang tidak 
diterapkan dengan baik.  
Item nomer 4 yang bersumber dari majalah al-wa’ie 
no 162 Tahun XIV, Februari 2014. HTI berpandangan 
bahwa bagi siapa saja yang akan turut memilih 
pemimpin, wajib ia memilih pemimpin yang memenuhi 
kriteria agama (Islam).  
Mayoritas santri pondok pesantren Tebuireng 
Jombang setuju dengan pandangan HTI. sebanyak 
92,71% santri mengatakan seyuju dengan pandangan 
HTI. santri beralasan bahwa Allah SWT telah 
menyeruhkan untuk memilih pemimpin yang baik dari 
agama Islam.  
Item nomer lima yang bersumber dari majalah al-
wa’ie no 160 Tahun XIV, Desember 2013. HTI 
berpandangan bahwa dengan terus mengusung 
kapitalisme dengan berbagai sistem hidupnya seperti 
demokrasi, liberalism, pluralism itu berarti sama saja 
mengikuti kapal busuk yang akan tenggelam.  
Sebanyak 77,08% santri tidak setuju dengan 
pandangan HTI. santri berpendapat bahwa sebagai warga 
Negara yang baik tidak bisa menolak pluralitas yang ada 
di Indonesia. Indonesia merupakan bangsa majemuk. 
Terdiri dari banyak suku, budaya, agama, ras, golongan 
dan lain-lain. 
Sehingga penghormatan terhadap perbedaan yang ada 
dapat dilakukan dengan saling menghormati, menghargai 
dan penerimaan terhadap kepercayaan, keyakinan 
maupun suka dan budaya orang lain selama tidak 
merugikan dan mengganggu pribadi masing-masing. 
 
Pembahasan  
Santri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang tidak setuju 
jika Ideologi dan Dasar Negara Pancasila diganti dengan 
Ideologi dan Dasar Negara lain karena mereka 
berpandangan bahwa Pancasila merupakan lima dasar 
yang lahir dari budaya bangsa dan digali dari 
kepribadiaan bangsa. Sehingga Pancasila telah tepat 
dijadikan sebagai Ideologi dan Dasar Negara.  
Santri juga berpandangan bahwa nilai- nilai yang 
terkandung dalam kelima sila Pancasila telah 
menunjukkan penerimaannya terhadap kebhinekaan 
bangsa. Bangsa Indonesia dapat hidup rukun dan 
berkembang banyak agama, kepercayaan, keyakinan,, 
budaya, suku, ras, golongan dan lain sebagainya adalah 
karena Ideologi Pancasila dapat menyatukan bangsa 
ditengah perbedaan. Hal itu dapat diketahui dari arti 
dalam setiap sila dalam Pancasila. 
Santri berpendapat bahwa sila pertama Pancasila yang 
berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki arti setiap 
warga Negara berhak memiliki dan meyakini Tuhannya 
masing- masing tanpa adanya paksaan dari pihak 
manapun. Hal itu menunjukkan bahwa Pancasila sangat 
menghargai perbedaan agama dan kepercayaan warga 
negaranya. Sehingga diharapkan semua warga Negara 
dapat terpenuhi haknya sebagai manusia yang merdeka 
dan tetap dapat melaksanakan kewajibannya sebagai 
warga Negara yang menjunjung tinggi persatuan dan 
kesatuan Bangsa. Sila pertama menunjukkan jalinan 
hubungan yang baik dengan Tuhan. 
Sila kedua yang berbunyi Kemanusiaan yang adil dan 
beradap diartikan santri merupakan hubungan manusia 
dengan manusia lain. sehingga menjadi manusia yang 
baik adalah yang bermanfaat bagi orang lain dan manusia 
yang dapat memanusiakan manusia. Dapat 
memanusiakan manusia artinya memiliki sikap saling 
menghormati orang lain, berkomunikasi dengan baik, 
mengakui dan menghormati kepercayaan orang lain demi 
tetap terciptanya kerukuran antar sesama. Sila kedua 
menunjukkan aturan hubungan sosial dengan sesama 
manusia.  
Persatuan Indonesia, diartikan santri sebagai 
hubungan warga Negara dengan Negara yaitu Indonesia. 
Warga Negara yang baik hendaknya memiliki rasa 
nasionalisme agar tetap dapat menjaga NKRI tetap kokoh 
dalam kebhinekaan. Sila ketiga ini mengatur hubungan 
warga Negara dengan Negara Indonesia. Sila ke empat 
yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 
diartikan santri bahwa dalam setiap penyelesaian masalah 
hendaknya dengan musyawarah mufakat. Yakni 
membicarakan dengan baik- baik dan memilih jalan 
tengah sebagai solusi agar tidak ada yang dirugikan atau 
dikecewakan. Hal ini menunjukkan bahwa pancasila 
mengatur kehidupan sosial masyarakat dengan baik.  
Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia diartikan santri bahwa bila sila 
pertama hingga keempat dijalankan dengan baik maka 
akan tercapai suatu keadilan. Artinya dalam kehidupan 
berbangsa tidak akan ada keputusan yang berat sebelah 
dalam berbagai hal. Dalam bidang politik, hukum dan 
sosial budaya.  
Santri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang tidak 
setuju terhadap Pandangan HTI yang kontra terhadap 
Pancasila namun, dari hasil penelitian diketahui bahwa 
santi setuju (pro) bila hukum Islam diterapkan di 
Indonesia. Santri berpandangan bahwa hukum positif 
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yang saat ini diterapkan di Indonesia tidak membuat jera 
dan tidak berhasil membuat orang lain takut untuk 
melakukan kejahatan yang sama. Akibatnya kejahatan 
yang sama dapat terulang kembali.  
Santri memberikan contoh adanya kasus korupsi, 
pembunuhan, pelecehan seksual yang terus saja terjadi 
berulang di Indonesia. Dengan alasan itulah santri setuju 
bila hukum di Indonesia diubah menjadi hukum Islam 
yang dipandang lebih tegas dan diharapkan lebih 
membuat jera pada pelaku kejahatan.  
Pandangan santri yang demikian dapat dipengaruhi 
oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 
Persepsi sosial didasarkan pada dimensi evaluatif, yaitu 
untuk menilai orang. Penilaian ini akan menjadi penentu 
untuk berinteraksi dengan orang selanjutnya. Artinya, 
persepsi sosial timbul karena adanya kebutuhan untuk 
mengerti dan meramalkan orang lain.  
Maka dalam persepsi sosial tercakup tiga hal yang 
saling berkaitan yang pertama aksi orang lain, yaitu 
tindakan individu yang berdasarkan pemahaman tentang 
orang lain.  Dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan 
pemahaman santri tentang pandangan HTI. Pemahaman 
santri tentang Pancasila dan tentang Islam. Dari 
pemahaman inilah santri dapat mengambil suatu 
kesimpulan tentang pandangan HTI apakah dia setuju 
ataupun tidak setuju.  
Kedua, reaksi orang lain yakni merupakan aksi 
individu menghasilkan reaksi dari individu. Pemahaman 
individu dan cara pendekatannya terhadap orang lain 
mempengaruhi perilaku orang lain itu sehingga timbul 
reaksi. Dalam penelitian ini yaitu aksi atau sikap yang 
ditunjukkan oleh HTI yaitu upayanya dalam menegakkan 
sistem khalifah di Indonesia.  
Ketiga adalah Interaksi dengan orang lain, yaitu 
reaksi dari orang lain mempengaruhi reaksi balik yang 
akan muncul. Dalam penelitian ini adalah pengaruh 
pandangan orang lain terhadap HTI. Hal ini dapat sangat 
dipengaruhi oleh factor lingkungan dimana dia berada. 
Santri adalah siswa yang belajar dan tinggal didalam 
pondok pesantren. Didalam pesantren dipelajari ilmu 
agama dengan intensitas waktu yang lebih lama 
dibandingkan dengan siswa dalam lingkungan sekolah 
umum. Sehingga pengetahuan tentang Islam dirasa lebih 
mendalam. Hal itu akan berpengaruh pada pandangan 
santri terhadap HTI.  
Dari Hasil temuan data tersebut diketahui bahwa hasil 
penelitian ini mendukung hasil penelitian Robby H. 
Abror yang menjelaskan bahwa Masalah yang terjadi di 
Indonesia bukan karena “kesalahan” Pancasila tetapi 
karena Pancasila tidak dilaksanakan dengan penuh 
kesadaran. Sehingga nilai positif dalam Pancasila kurang 
diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. Begitupun dalam penelitian ini, 
Pancasila dipandang merupakan Ideologi dan Dasar 
Negara yang ideal. Hanya saja dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kurang 
diaktualisasikan nilai- nilai dalam kelima silanya. 
Sehingga masalah yang muncul dalam negeri bukanlah 
kesalahan Pancasila.  
 
PENUTUP 
Simpulan 
Dari hasil penelitian dan analisis data yang telah 
dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pandangan 
mayoritas santri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang 
kontra terhadap pandangan HTI tentang Pancasila. Santri 
menginginkan tetap tegaknya Pancasila sebagai Ideologi 
dan Dasar Negara. Hal itu karena santri berpandangan 
bahwa Pancasila berisi lima dasar yang dapat mewadahi 
kebhinekaan bangsa. Bangsa Indonesia yang multikultur 
terdiri dari berbagi suku, bahasa, agama, golongan dapat 
dipersatukan oleh Pancasila.  
Banyaknya masalah yang sedang dihadapi oleh 
bangsa dipandang bukanlah kesalahan dari Pancasila 
melainkan karena tidak diaktualisasikan dengan tepat 
nilai- nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. Pandangan santri yang 
demikian disebut dengan pandangan santri moderat yakni 
dapat menerima kebhinekaan dan menjaga kesatuan 
NKRI. 
 
Saran 
Berdasarkan simpulan dan berbagai temuan yang 
diperoleh pada saat penelitian dilakukan, ada beberapa 
saran yang disampaikan yaitu, Perlu adanya penanaman 
pemaknaan yang lebih mendalam tentang Pancasila 
dalam lembaga- lembaga pemdidikan maupun lembaga- 
lembaga sosial baik formal maupun informal agar 
Pancasila dapat dipahami secara lebih baik oleh para 
generasi penerus bangsa yang memiliki kontribusi tinggi 
terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.  
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